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Penulis

SURYA SISWANTO NASIBU
NIM : H11.16.262
ABSTRAK 

SURYA SISWANTO NASIBU, NIM : H11.16.262 Judul : “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara”.Dibimbing oleh Bapak Baso salewangeng selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) (1) Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara; dan (2) Mengetahui upaya penanggulangan money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian menggunakan data primer dan sekuder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan literature dari berbagai pustaka.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Gorntalo utara dirasa belum efektif masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo utara masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya. (2) Faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu : Denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan, Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman beralkohol masih rendah, Koordinasi yang kurang intensif antara aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengan tokoh masyarakat, sehingga sering terjadi kebocoran informasi sebelum aparat penegak hukum terjun ke lapangan. Dan lain-lain
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat apabila ada yang melakukan politik uang, sebaiknya ditolak atau diterima saja namun tidak memilih pasangan calon tersebut, dengan alasan sebagai efek jera kepada pasangan calon agar tidak melakukannya kembali. 2.) Agar kiranya aturan yang mejelaskan untuk pembagian barang pada masa kampanye dievaluasi kembali karena kegiatan tersebut disatu sisi menguntungkan pasangan calon yang mampu untuk membagikan barang karena dengan besaran jumlah barang yang dibagikan membuat kesempatan untuk menang semakin besar, tapi tidak bagi pasangan calon yang tidak memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan barang kepada masyarakat.

Kata kunci : Politik Uang, Pemilu 2019, Gorontalo Utara 


ABSTRACT

SURYA SISWANTO NASIBU, NIM: H11.16.262 Title: "Efforts to Overcome Money Politics in the 2019 Election in North Gorontalo District" Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mr. Ilham as Advisor II.


This study aims to: (1) (1) Determine the factors behind the money politics in the 2019 elections in North Gorontalo District; and (2) Knowing the efforts to overcome money politics in the 2019 elections in North Gorontalo District.


This type of research uses descriptive research with an empirical juridical approach, namely the type of research using primary and secondary data with data collection techniques, namely interviews and literature from various literature.


The results of this study indicate that (1). The role of law enforcers in eradicating alcoholic beverages in North Gorntalo Regency is considered ineffective. The problem of distribution and sale of alcoholic drinks in North Gorontalo District is still difficult to eradicate and eliminate them. (2) The inhibiting factors for law enforcement in efforts to curb the circulation of alcoholic drinks in North Gorontalo Regency are: Fines for offenders are still relatively light, Community participation in supporting government efforts to enforce the law as well as to eradicate alcoholic drinks is still low, less intensive coordination between law enforcement officials, in this case Satpol PP, Polres and Polsek with community leaders, so that information leaks frequently before law enforcement officers go to the field. And others


Based on the results of this research, it can be recommended: (1) Take a persuasive approach to the community if someone is doing money politics, it should be rejected or accepted but not choosing the candidate pair, on the grounds that it is a deterrent effect on the candidate pair not to do it again. 2.) So that the rules that explain the distribution of goods during the campaign period are re-evaluated because this activity on the one hand benefits the candidate pair who is able to distribute goods because the large number of items distributed makes the chance to win even greater, but not for candidate pairs who are not have the ability to distribute goods to the public.

Keywords: Money Politics, 2019 Election, North Gorontalo
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak lebih dari 5 (lima) tahun sekali akan mengadakan pesta dekomrasi dalam hal ini pemilihan pejabat-pejabat dari tingkat pusat hingga daerah yang akan mewakili rakyatnya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke empat 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Begitupun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan diri bahwa sistem demokrasi dianut oleh Indonesia sebagai bagian dari negara hukum. Penyelenggaraan International Commision of Jurist yang ada di Bangkok pada Tahun 1965, menyatakan bahwa sebagai bagian dari negara demokrasi dibawah rule of law, dari 6 (enam) syarat, dan pemilihan umum dilaksanakan secara bebas oleh masyarakat tanpa paksaan adalah salah satunya. 

Pemilihan kepala negara dan atau daerah beserta dengan jajarannya atau biasakita sebut dengan Pemilu ialah cara yang dianggap aaman dalam bergulirnya tombak 

kepemimpinan dibanding dengan pilihan atau cara lain. Sebagai titik tempuh landasan kebijakan umum negara, pemilu dianggap sebagai instrument penting.
Ali Moertopo berpendapat, pemilu ialah bagian dari lembaga demokrasi yang menyediakan sarana rakyat dalam menjalankan kedaulatannya.

Di Indonesia sendiri, pemilu pada mulanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), juga DPRD Kabupaten/Kota. Nanti sesudah amandemen tahun 2002 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  atau yang biasa kita sebut pilpres yang sebelumnya dipilih langsung oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), disetujui agar rakyat memilih sendiri pasangan calon Pilpresnya begitu juga berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

Pemilu pada dasarnya diharapkan dapat menjadi sarana terbaik dalam memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa mereka tentukan sendiri. 

Secara langsungnya penyelenggaraan pemilu, seimbang, jujur adalah persyaratan yang wajib adanya agar kualitis dan kepercayaan dari wakil rakyat bisa dijaga seutuhnya, dan calon yang terpilih berdasarkan pilihan rakyat diharapkan mampu mengkordinir fungsi dari lembaga legislative dengan seimbang.Dengan menyelenggarakan pemilu yang bersih dan mempunyai kualitas, mampu meberikan kesan tingkat persaingan yang sehat, juga dapat dipertanggungjwabkannya segala bentuk partisipasi yang kuat dari masyarakat.

Undang-undangg Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 ayat 1 (satu)  tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa keyakinan politik bebas untuk dimiliki olh setiap orang yang melakukan pemilihan. Lebih lanjut Pasal dalam undang-undang tersebut Pasal 43 memberikan aturan berupa siapa saja memiliki hak untuk menentukan pemilihan namun diharuskan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.  

Atas dasar hal itu, warga memiliki kesempatan untuk mengembangkan daerahnya berdasarkan hak pilih yag dimilikinya. Pemilu tersebut bertujuan unutk memastikan prinsip perwakilan yang dimiliki oeleh setiap warga negara Indonesian terjamin.Adapun bagi mereka yang dinerikan tugas untuk mengakomodir terlaksananya pemilu tersebut, mereka perlu melngawasi, melakukan penyaluran aspirasi rakyat, merancang undang-undang atau peraturan sebagai tolak ukur bagi siapa saja yang terlibat dalam pemilihan tersebut.Dan juga tugas lainnya berupa perumusan anggaran pendapatan dan belanja guna mendanai berlangusngnya kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum mencakup tahapan-tahapan yang dimulai dari penetapan daftar pemilih, pendaftaran,  dan penetapan calon kandidat, kampanye, hingga masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan.

Kompetisi untuk mendapatkan suara terbanyak rakyat menjadi salah satu unsur pokok. Melakukan pendekatan merupakan target yang pas untuk memperoleh suara yang banyak dari para calon. Kampanye merupakan bagian dari tahapan untuk memberikan pengaruh kepada warga dalam pertemuan secara masssa.Dalam kampanye sendiripun memberikan dampak yang besar terhadap pengaruh suara rakya banyak.Dalam kampanye itu dapat diperoleh banyak dukungan dengan melakukan beberapa taktik lihai dari oerang-orang yang telah berpengalaman sebelumnya.Sehingga masyarakat dapat terbuai dengan memberikan suara tanpa melakukan pelanggaran hukum yang ada.Begitulah yang dimaksud dengan sopan santun politik.

Pelanggaran-pelanggaran saat pemilu berlangsung sudah sering terjadi terlebih pada saat kampanye, salah satu dari pelanggaran tersebut ialah money politic ata politk uang, dengan alasan untuk mendapatkan banya suara dan perhatian dari warga, hal ini sering kali dilakukan beberapa oknum pasangan calon ataupun timn suksesnya. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilu menjadi peran penting dalam berlangsungnya dan terlaksananya demokrasi yang adil dan menjadi tolak ukur pengetahuan politik yang dimiliki oleh warga dapat berguna untuk kepentingannya sendiri. Pada tahap pelaksanaaan pemilu, masyarakat menggunakan hal tersebut sebagai ajang balas budi sehinggan berdampak pada proses demokrasi. Politk uang merupakan masalah yang sangat serius yang sering terjadi saat pemilihan umum tiba. Tidak mengherankan apabila setiap laporan pelanggaran terkait politik uang , khususnya pada saat kampanye berlangsung, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil peghitungan suara.

Money politic dalam hal ini sangat berdampak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana undang-undang ini mengatur tentang sistem Pemilihan Umum secara serentak. Meskipun lagi-lagi dalam undang-undang ini menegaskan bagaimana pemilu terlaksana berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujr dan adil, namun tidak menampik money politic masih saja terjadi.
Kasus money politic dari beberapa sumber ini dapat memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian money politic pada pemilu diantara mengutip laman Kriminologi.id pemilu tingkat DPRD Kabupaten Gorontalo, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) menemukan tiga kasus money politc hingga hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 17 April 2019. Pertama ditemukan barang bukti berupa kartu Caleg Calong Legislatif) dari salah satu partai dan uang senilai Rp. 9.850.000,- di Kecamatan Biluhu, kedua ditemukan lagi Caleg dengan barang bukti berupa uang senilai Rp. 50.000,- pada Kecamatan Pulubala dan yang ketiga ditemukan di Desa Dulamayo Kecamatan Telaga

Berlatar belakang uraian tersebut diatas, hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA".
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini ada;ah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara?
1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara
1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis
Diharapkan dapat menjadi Bahan informasi dan juga kajian bagi praktisi dan juga masyarakat yang membutuhkan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

Negara demokrasi mempunya banyak ciri-ciri sehingga dapat dikatakan negara tersebut adalah negara demokrasi, salah satunya yaitu pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan bagian dari hak dan juga kepentingan bersama dimana rakyat bisa memilih siapa pemimpin atau wakil dari mereka untuk menjalakan roda pemerintahan.

Dalam Wikipedia diterangkan bahwa Pemilu adalah proses pilih-memilih seseorang untuk mengemban posisi tertentu. Pemilu sebagai bagian usaha memberikan pengaruh kepada masyarakat namun bukan dalam bentuk paksaan, ada beberapa aktifitas yang dilakukan didalamnya, mulai dari grandiloquence, hubungan public, melakukan pembicaraan dengan banyaknya orang, lobi dan aktifitas lainnya. 
Yang dimaksud Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1, merupakan wadah dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi bagi warga masyarakat dengan memperhatikan pelaksanaan tersebut dilakukan secara langsung, melibatkan semua pihak dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, ada kebebasan didalamnya, sifatnya yang rahahsia, terdapat nilai kejujuran, adil, hal tersebut tetap harus berada dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa tokoh juga turut andil menjelaskan tentang Pemilihan Umum, diantaranya ialah Ali Moertopo yang mengatakan bahwa Pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaannya merupakan hak rakyat untuk memilih sesuai dengan kehendaknya  guna memperoleh kedaulatan. Pemilu sendiri bagian dari lembaga demokrasi yang memiliki tugas untun menyeleksi anggota dari para calon wakil rakyat dan pada saatnya bersama-sama dengan pemerintahan memutuskan dan menjalankan roda pemerintahan negeri.

Morisan juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pemilu, yaitu sudut pandang dari masyarakat untuk menentukan kearah mana kebijakan pemerintah dalam memimpin negara kedepannya.Beliau menambahkan ada beberapa tujuan daripada pemilu salah satunya berupa bagian dari bergulirnya roda kepemimpinan secara damai dan tentram untuk mempertahankan kaudaultan hak asasi dari setiap rakyatnya.

Paimin Napitulu juga berpendapat bahwa :

“Pemilu sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau subsistem electoral laws dan electoral process menuju terciptanya suatu representative government dan budaya baikberupa sarana maupun prasarana pemerintahan harus atau wajib memerlukan suatu kecakapan dalam penyelesaian permasalahan dari apa yang diwacanakan lalu direalisasikan sehingga memperoleh suatu hasil sebagai bagian dari pencapaian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Lain pula Jimly Asshidiqie dalam memberikan pengertian mengenai pemilihan umum, beliau mengatakan bahwa pemilu sebagai bagian dari pemilihan lansung merupakan metode untuk memperoleh pendapat dari rakyat.
2.2 Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Ada 3 (tiga) tujuan dari pada proses pelaksanaan pemilihan umum, yaitu :

1. Adanya pergantian roda kepemimpinan secara damai dan tentram.

2. Sebagai bagian dari pelaksanaan indenpendensi masyarakat. 
3. Pelaksanaan hak asasi rakyat. 
Alexander Irawan dan Edriana menuturkan bahwa tujuan pemilihan umum yaitu mengambilalih dan menjalankan amanah juga kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Tujuan dari penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
2.3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan;

1. Rivaling menjadi sifat dasar pemilu.

2. Penyelenggaraan pemilu secara berkala. 

3. Pemilu dilaksanakan secara merata dan menyeluruh.

4. Ada tempo untuk menimbang dan mengadakan diskusi terhadap pilihan yang akan dipilih tanpa paksaan, tidak dalam keadaan tertekan, dan mendapatkan penerangan yang lebih banya lagi.

5. Pemilu diselenggarakan tanpa keberpihakan dan tidak dalam bentuk dependen. 

Jadi, lembaga penyelenggaraan pemilu menjadi penentu berhasil atau tidaknya pemilu tersebut. Dengan kacamata yang teliti, profersional dan tanggap dibutuhkan sebagai cara kerja penyelenggara pemilu. Diwaktu yang bersamaan diharpakan pula hasil dari pemilu tersebut adalah murni hasil perhitungan berdasarkan suara dari rakyat, dan petugas penyelenggara pemilu tersebut tetap mengedepankan kenetralan tanpa berpihak pada sisi manapun dan dilaksanakan secara independen.
Ketentuan dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5 yaitu penyelenggara pemilihan umum mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memiliki fungsi yang sama dalam menyelenggarakan pemilihan umum guna memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden juga Wakilnya, gubernur, wakilbupati dan bupati secara langsung dan demokratis. 

Adapun lembaga lain yang memperoleh amant untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan tupoksi dan wewenang sendiri-sendiri, tidak lain yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan umum atau biasa disingkat dengan DKPP. Tiga lembaga tersebut merupakan bagian dari satu sama lain dalam pelaksanaan pemilihan umum yang sifatnya tetap, berdikari dan berlaku nasional. Siap dan professional merupakan sikap yang harus dimiliki dari ketiga lembaga tersebut agar tercapainya keberhasilan dalam kegiatan pemilihan umum.

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut KPU ialah suatu lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang nasional, tetap dan mandiri yang melaksanakan pemilihan umum.Seluruh wilayah Indonesia merupakan bagian dari wilayah kerjanya. Petugas KPU berjumlah lima orang dan bertempat tinggal di Ibukota. KPU melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pemilihan umum secara berkala tanpa keberpihakan dari berbagai pihak.

Kewajiban dan kekuasaan dari KPU dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 8 dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Pemungutan Suara Luar Negeri turut membantu Komisi Pemilihan Umum secara hirarki dibuktikan dengan pengabdian selama 5 tahun sejak mengucapkan sumpah/janjinya. 

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Adapun tenaga lain yang membantu Bawaslu dalam hal ini seperti Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Sama seperti KPU, waktu yang diberikan untuk tiap anggota Bawaslu yaitu selama 5 tahun mulai dari pengucapan janji/sumpah. Namun, untuk Panwaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri baru dibentuk paling lama satu bulan sebelum memasuki masa penyelenggaraan dilaksanakan dan dibubarkan paling lama dua bulan setelah tahap pemilu berakhir. 

Dalam Undang-Undang NOmor 15 Tahun 2011 telah diatur kewajiban dan kewenangan dari pengawas pemilu dimana dalam menyelenggarakan pemilu ada tingkatan-tingkatan masing-masing.Pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada tingkatan yang lebih tinggi.Bawaslu dalam mengawasi memberikan hasil laporannya kepada Presiden, DPR dan juga KPU.

Dalam proses pengawasan pemilu, pengawas juga memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi mengenai dugaan pelanggaran pada tiap tahap pelaksanaan pemilu. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran aturan mengenai pemilihan umum ataupun pelanggaran adnimistrasi pemilihan umum.Bawaslu juga memiliki hak penyelesaiang sengketa pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 22 mengatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, selanutnya disingkat DKPP, adalah petugas yang mengurus pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilihan umum juga bagian dari tugas pokok pelaksanaan pemilihan umum. 

Pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu ditangai langsung oleh dewan kemormatan penyelenggara pemilu.Sama dengan Bawaslu dan KPU, DKPP juga memiliki masa kerja selama 5 tahun dan selesai saat pergantian dan pelantikan anggota baru yang berdomisili di ibukota. Anggota DKPP antaralain satu orang dari komisi pemilihan umum, satu orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum da nada dari anggota partai yang turut bergabung didalamnya, satu orang dari pemerintahan juga ada empat orang dari kalangan masyarakat. 

DKPP sendiri dalam membuat kode etik tetap mengutamakan sifat mandiri, jujur, dan juga kepercayaan dari anggota-anggotanya.Kode etik yang dibuat sifatnya terikat dan mewajibkan seluruh anggotanya untuk tunduk dan patuh dalam aturan tersebut sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pun kode etik yang telah dibuat harus ditetappkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantukan dan pengucapan sumpah. 

2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan dundangkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Undang-undang tersebutpun telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR-RI tertanggal 21 Juli 2017.

Undang-Undang ini merupakan penyederhanaan dari Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 tentang dan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 Tahun 2012 yang dirangkum untuk menjadi suatu landasaan hukum sebagai peraturan pemilu secara bersama-sama. 

Dalam undang-undang ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran, 414 Halaman Batang Tubuh Undang-Undang Pemilihan Umum 2017 dan 127 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2.5 Money Politic

Politik Uang atau  Money Politic biasa diartikan sebagai suap. Suap sendiri dalam KBBI ialah materi dalam bentuk sogokan. Politik uang dapat dimaknai sebagai cara untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dengan upah tertentu. Adapun yang menyebutkan bahwa money politic merupakan bagian dari jual beli posisi dan kekuasaan politik.Prilaku tersebut sering didapatkan dalam radius yang luas, mulai dari pemilu ditingkat desa maupun pemilu pada saat pemilihan kepala negara.

Money politic ialah salah satu bentuk pelanggaran yang ada dalam maneuver.Simpatiisan, kaber dan tidak menutup kemungkinan bagian dari partai politik juga turut andil dalam melakukan money politic saat-saat mendekati hari penentuan pemilu.Money politic sendiri tidak melulu mengenai uang, namun kadang kala dalam bentuk sembako berupa minyak, beras, terigu, kopi, gula dan sebagainya yang diserahkan kepada warga daerah dimana calon tersebut menempati daerah pilihnya. Hal tersebut guna mendapatkan perhatian dan dukungan dari para warga  yang untuk mendapatkan jumlah suarah yang banyak untuk calon kandidat maupun partainya.  Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelan hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Pesta demokrasi tercoreng dengan kehadiran money politic dal pemilihan umum.Dengan alasan untuk memenuhi keinginan dari masyarakat para actor politik saling mendukung dan bekerjasama. Masyarakat mempunya nilai dan suara yang sama, dimana masyarkat berhak untuk memilih satu kandidat tiap orangnya. Politik uang memainkan perannya dalam mendukung perpolitikan, uang dan sumber daya ekonomi menjadi alasan pertimbangann yang diberikan kepada aktor politik trtentuu.
2.6 Money Politic Dalam Pemilu
Politik uang atau Money Politic pada saat pemilihan umum memberikan pengaruh besar kepada calon kandidat maupun peserta pemilih, dengan adanya politik uang tersebut, dapat memberikan pengaruh terhadap suara tiap kandidat yang lain. Money politic dengan tujuan untuk membungkam suara dari calon kandidat lain atau tidak mempergunakan haknya dalam memilih, menggunakan hak pilih untuk kandidat lain, atau membuat surat suara menjadi tidak ssah. Dalam pemilihan umum, money politic masuk kedalam korupsi yang terbagi menjadi beberapa modus yaitu vote buying (memperjual belikan suaraa), candidacy buying (memperjual belikan kandidat), manipulasi dana kampanye, (administrative electoral corruption) manipusasi administrasi dan perolehansuara.
2.6.1 Undang- Undang Yang Berkaitan Dengan Money Politic
Money Politic atau politik uang diatur dalam Undang-Undang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesiabaik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Sedangkan dalam KUHP BAB V, menyatakan :

Penyertaan dalam Tindak Pidana

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menururt cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) Tentang Pemilihan Umum berbunyi :

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukum penjara paling lama tiga tahun. Pidan itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada juga mengatur larangan money politic, misalnya dipasal 117 ayat (2) yang berisi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).”

Dan ada juga Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang agenda tahapan dan jadwal.
2.6.2 Unsur-Unsur Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Umum

Unsur-unsur yang terdapat pada praktek Politik Uang dalam pemilihan umum adalah:

1. Penerima suap adalah seseorang yang menerima upah dari orang lain baik berupa uang maupun barang/jaasa agar si penerima tersebut mau menuruti permintaan dari si pemberi suap. Hal tersebut bertentangan dengan syara’, melakukan permintaan dari pemberi suap ataupun tidak melakukannya. Biasanya penerima suap dari kalangan orang yang memiliki jabatan yang juga memiliki kepentingan didalamnya. Namun rakyat bisa menjadi penerima suap. 

2. Pemberi uang atau harta (suap) seseorang yang memberikan materinya ataupun jasanya untuk mendapatkan keinginannya. Biasanya yang melakukan hal ini ialah orang yang mempunya maksud atau tujuan bisa jadi terkait pemilihan umum, bersangkutan dengan hukum ataupun hal lainnya kepada sipenerima. 
3. Sogokan berupa materi yang diserahkan kadang berupa uang, benda seperti tempat tinggal, kendaraan, maupun hal lainnya yang dirasa menguntungkan juga untuk si penerima. 
Dipandang dari sudut substantif, ordinansi mengenai money politic cenderung memiliki banyak kelemahan dilihat dari undang-undang partai poitik, undang-undang pemilihan umum, undang-undang pemilihan presiden bahkan undang-undang pemerintah daerah (pemilihan kepala daerah).Ada saja ruang untuk menyiasati aturan-aturan tersebut.
2.6.3 Variasi Bentuk Money Politic
Penyaluran materi ataupun barang/jasa pada saat penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebagian dari tindakan money politic.Money politic dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai segala bentuk tindakan dari korupsi yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum.Dimulai darii korupsi politik sampai pembelian suara ataupun tindakan curang lainnya.Money Politic identic dengan konsep patronase dan klientelisme.

Patronase menurut Shefter (1994) ialah konsep pembagian untung yang dilakukan oleh para politisi secara individu guna mendapatkan pendukung dari masyarakat dengan menyalurkan materi atau barang/jasa. Dari pengertian tersebut, patronase dapat dikategorikan sebagai penyaluran materi ataupun barang/jasa ataup keuntunggan lain yang diberikan politisi kepada masyarakat atau pegiat lainnya.

Klientelisme sendiri menurut Hutchroft (2014) ialah bagian dari kekuasaan prsonalistik, keunttungan mantrial ditukarkan dengan dukungn plitik.Relasi klientelistik merupakan relasi yang secara langsung saling menatap antarmuka (face to face). Hicken sendiri memberikan pengertian tentang klientalisme dimana klientalisme itu terdapat beberapa unsur :

1. Kontingensi atau timbal balik dalam bentuk pertukaran barang/jasa dari yang memberi dan yang menerima. Contohnya pertukaran materi dengan dukungan suara. 

2. Hierarkis, adanya tekanan yang tidak imbang yang diberikan. 

3. Aspek pengulangan dimana secara kebersinambungan diadakan tukar-menukar klientelistik.

Tapi, hanya sebagian dari patronase yang didiseminasi keddalam bagian klientalistik. Conthnya pemberian materi atau barang/jasa yang dilakukan oleh calon kandidat kepada masyarakat yang tidak pernah ditemui sebelumnya dan bisa jadi tidak akan ditemui lagi setelahnya. Hal seperti ini disebut resale tunggal atau one off dan bukan merupakan bagian dari relasi berulang atau iterative.Jadi bagian dari timbal-balik ini belum tentu akan terus berlangsung karena orang yang menerima barang merasa tidak ada beban untuk memberikan balasan dari si pemberi. 
2.6.4 Variasi Bentuk Patronase
1. Pembelian suara (vote buying)
Diartikan sebagai penyaluran berupa materi barang/jasa yang disertakan dengan harapan penerima melakukan keinginan dari pemberi berupa suara dukungan diwaktu mendekati hari pemilihan. Pemberian suara ini merupakan tindakan korupsi dengan memberikan materi untuk merubah pilihann dari orang lain. 

2. Pemberian-pemberian barang (Individual Gifts)
Dalam hal ini, pemberian yang sering diberikan biasanya bersifat lebih pribadi.Hal seperti ini terjadi tak jarang saat calon kandidat berkampanye berkunjung ke daerah-daerah pilih.Barang atau materi yang diberikan diistilahkan oleh mereka sebagai perekatan hubbungan sosiial, jading dibahasakan sebagai souvenir atau cendramata. Yang memberipun terkadang dari tim kampanyenya. 

3. Pelayanan dan Aktivitas (Services and Activities)
Memberikan uang tunai atau lainnya, memberikan hiburan, mendanai berbagai kegiatan dan pelayaanan sosial bagi pemilih.Yang paling sering berkampanye pada saat komunitas tertentu melakukan suatu perayaan.Dalam kegiatan atau perkumpulan seperti ini calon terpilih sering kali melakukan promosi terhadap diri mereka.Adapun seperti menyelenggarakan pertandingan olahraga, perlombaan ataupun permainan lain, dam hal keislamian juga sering diasakan seperti perkumpulan majelis ta’lim, pengajian, dan dakwah, masih banyak hal lainnya.

Memberikan atau mengadakan mobil ambulance gratis bagi warga juga sering kita jumpai. Melakukan jalan santai sekaligus go-green, pembangunan jembatan, bersih-bersih daerah tertentu banyak hal lain. Banyak pula calon terpilih yang memberikan bantun personal yang membutuhkan perpanjangan tangan kepada pelayanan yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa dan juga kesehatan gratis.

4. Proyek-Proyek Gentong Babi (Pork Barrel Projects)
Patronase yang agak beda dari money politic adalah proyek-proyek pork barrel. Pork barrel ialah aktifitas yang tujuannya untuk public, dananya berasal dari public, dengan tujuan agar public mau mendukung calon kandidat tertentu.Para calon terilih menebarkan janji berupa progam-program yang asal dananya dari public diperuntukkan untuk proyek infrastrukturr skala kecil.Elemen kontingensi menjadi alasan dari patronase jenis ini. Para kandidat berhadap dengan adanya proyek ini pemilihan selanjutnya masyarakat akan tetap memilihnya lagi. Tidak sampai disitu, pihak-pihak yang berkait dan mendapatkan untung dalam proyek tersebut diajak untuk bergabung menjadi timnya.
2.6.5 Variasi Bentuk Klientelisme

Patronase akan berjalan lancer jika dibentuk hubungan yang jelas dengan klientalistik. Hubungan tersebut bukan hanya bertukarnya para calon, tapi turut jadi bagian terbentuknya hubungan berjenjang yang dapat bertahan lama  agar bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Calon-calon terpilih biasanya sangat loyal dengan anggota tim suksesnya, bukan hanya dalam bentuk materi terkadang pun pekerjaan, kontrak kerjasama yang dapat menguntungkanpun menjadi janji-janji para calon terpilih. Para calon juga suka menjadikan tokoh masyarakat sebagai bagian dari tim suksesnya, karena masyarakat daerah pilih tersebut atau pemiliih lainnya terkadang satu profesi dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut.

1. Tim sukses

Tim sukses adalah pialang yang identic dengan para calon terpilih. Bagi para calon yang bersungguh-sungguh ingin memenangkan pemilihan umum, mereka akan menggunakan tim sukses atau sebutan lainnya yaitu tim kemenangan, atau tim relawan. Tim sukses ini tidak menentu jumlahnya, misalnya pada kandidat yang menargetkan ingin menjadi anggota DPR pusat, jumlah tim suksesnya lebih banyak ketimbang dengan tim sukses yang ingin menjadi anggota DPRD. Tim sukses bertugas sebagai sponsor yang mengenalkan para kandidatnya. Namun terkadang ditemui ada tim sukses yang bertugas untuk mengenalkan beberapa kandidat  pada suatu kampanye yang biasa disebut dengan tande. 

2. Mesin-mesin jaringan Sosial

Tidak hanya tim sukses, tokoh masyarakat tak jarang berperan aktif untuk membantu para kandidat dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan harapan tokoh masyarakat tersebut dapat mengarahkan jaringan sosialnya agar mendapatkan dukungan dari pemilih.Tokoh tersebut tidak main-main, ada yang berengaruh dalam pemerintahan bahkan dari perangkat desapun bisa menjadi salah satu targetnya seperti kepala dusun, kepala desa, ketua suku.Ada juga dari asosiasi formal seperti perkumpulan keagamaan, kelompok olahragawan, dan lain-lain.Tokoh masyarakatpun dapat diisi oleh tetua adat, pemimpin suatu kelompok, siapapun yang mereka anggap dapat memberikan pengaruh dalam perkumpulannya.

Hal tersebut merupakan suatu tindakan illegal yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik dengan membeli tokoh masyarakat seperti pemuk agama dan pemuka adat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukn pilihan politik mereka. Saat pemilu dilakukan secara langsung praktik pembelian pengaruh akan lebih efektif digunakan daripada pendekatan beli suara.

2.7 Kerangka Pikir








2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara ialah ketidakpahaman masyarakat terkait prosedur dan tata cara pemilihan umum, dan keterbatasan ekonomi.

2. Upaya dalam menanggulangi politik uang dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara ialah, Bawaslu melakukan sosialisasi ditingkat dari tingkat kecamatan sampai pada desa-desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, dan melakukan penindakan terhadap pelaku money politic.

2.9 Definisi Operasional

1. Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu.

2. Money politicatau politik uang ialah cara untuk memberikan pengaruh terhadap tindakan orang lain dengan memberikan suatu imbalan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah Penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeraht dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai landasan hukum pemilihan umum secara serentak.
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, Jenis pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari penerapan hukum pada pelanggaran pemilihan kepala daerah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara, dimana masih merupakan daerah yang berkembang sehingga dalam hal berdemokrasi masih membutuhkan pembenahan, mengingat banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yan disetiap pemilihan selalu bertambah dan hal ini tidak dapat diamanilisir oleh pihak penyelenggara pemilu. 

Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan pada Kantor Badan Pengawas pemilu (BAWASLU). Karena pada dasarnya merupakan institusi yang dapat memberikan data yang relevan dan penalti sehingga menunjang dalam penulisan karya ilmiah ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Badan Pengawas Pemilu Gorontalo Utara dan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel sebanyak 5 responden dari target populasi penelitian ini. (Said Sampara. 2016 : 86). Dengan rincian sebagai berikut :

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahn hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, dan ensiklopedia.

3.5 Tehnik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan lapangan (Field research dan pendekatan perpustakaan (library research).)

3.6 Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data.Digunakan analisis kualitatif.Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang tidak dikuantifikasikan.Seperti bahan pustaka, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Letak Geografis Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia.Ibu kotanya adalah Kwandang.Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km2; (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km2.

Batas Wilayah :
· Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Geografis:
Gorontalo Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 55,5 meter diatas permukaan laut (diambil dari ketinggian kantor camat PODES 2018), terletak pada 1007’55” Lintang Utara dan 00041’23” Lintang Utara, serta 

121058’59” − 123016’29” Bujur Timur.Luas wilayah Gorontalo Utara adalah 1.777,022 km2.
Topografi
Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 – 1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40 ° (60 -70 %).Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Kabupaten Gorontalo Utara rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki garis panjang pantai 198,00 Km2 yang menjadi garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra Pasifik.

Iklim
Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam tipe C dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.267 mm/tahun dengan temperatur udara rata-rata 32? C dengan temperatur tertinggi 33,9? C terjadi pada bulan Maret dan temperatur terendah 23° C terjadi pada bulan Februari.

4.2 Deskripsi Badan Pengawas Pemilihan  Umum (BAWASLU)

4.2.1 Gambaran Umum BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung olehSekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.Sekretariat Jenderal Bawaslu dibentuk guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu.Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Bawaslu juga di bentuk di Provinsi dimana Badan Pengawas Pemilu Provinsi, disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Anggota Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Bawaslu.

4.2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:

· Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

3. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

5. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

2. Penetapan peserta Pemilu;

3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan kampanye;

5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;

9. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

11. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;

12. Pelaksanaan putusan DKPP; dan

13. Proses penetapan hasil Pemilu.

· Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;

· Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

· Evaluasi pengawasan Pemilu;

· Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan

· Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:

· Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

· Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;

· Menyelesaikan sengketa Pemilu;

· Membentuk Bawaslu Provinsi;

· Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan

· Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bawaslu berkewajiban:

· Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

· Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

· Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

· Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

· Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas."

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
4.2.4 Sejarah BAWASLU

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu.Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu.Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

4.3 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Money Politic Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo Utara
Kegiatan money politic atau biasa kita sebut dengan istilah politik uang menjadi hal yang paling sering kita temukan saat menjelang pemilihan umum. Hal ini terdengar menjadi sangat wajar, dimana seorang calon yang haus akan kedudukan berusaha untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Masyarakat yang menerima uluran tangan yang tidak benar inipun menyambut dengan riang gembira.Bahkan ada beberapa masyarakat yang menerima hasil politik uang tersebut dari berbagai calon yang memberikan kemungkinan kepada si calon untuk menang kecil peluangnya. Ataukah masyarakat yang hanya mau memilih bagi siapa saja yang mampu memberikan mereka makan, karena dipandang semakin banyak uang yang mereka peroleh sudah mengartikan calon tersebut tidak akan menyusahkan mereka kelak. 

Pemilu yang dianggap sebagai jalur lain untuk membuat Indonesia lebih baik, ternyata dipandangan beberapa calon peserta dan sebagian besar masyarakat adalah kegiatan yang menguntungkan satu sama lain, dan money politic menjadi momok yang sangat menjanjikan dan juga merupakan strategi perang yang ampuh untuk menarik rasa simpati dari masyarakat, yang dimana masyarakatnya sendiri terbuka dalam pemberian calon tersebut. Walaupun demikian masih ada juga calon yang lebih memilih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya money politic tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo, antara lain :

1. Kebiasaan dalam Pemilu

Tanpa disadari kebiasaan menjadikan politik uang sebagai segala-galanya dalam pemilu.Masyarakat sendiri yang menjadikan politk uang tersebut menjadi kebiasaan.Dengan saling mendukung dan membantu istilahnya, masyarakat dan calon kandidat sama-sama mencapai kesepakatan demi keuntungan yang mereka dapatkan bersama pula.Hal ini berlangsung terus menerus hingga menjadi budaya di jaman sekarang.Ini juga yang menjadi salah satu akar tinggi korupsi di Indoenesia, yang menyebabkan money politic dilakukan secara terbuka dan terang-terangan.Kondisi ini membawa money politic dipandang sebagai given atau way of live dalam sistem masyarakat.

Di Kabupaten Gorontalo sendiri, money politic jika diartikan kedalam bentuk materi maupun barang/jasa yang diberikan oleh para kandidat maupun tim suksesnya agar memperoleh suara sepertinya sudah tidak asing lagi kedengarannya. Dari pemilu sebelum-sebelumnya hingga pemilu pada tahun 2019 politik uang menjadi hal yang sering dijumpai, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, begitupun pada pemilihan gubernur dan presiden yang melibatkan masyarakat Gorontalo Utara. Adapun istilah balas jasa yang menjadi pendukung kegiatan money politic atau politik uang ini menjadi sangat fasih untuk dilakukan.

Sudah menjadi budaya masyarakat yang menjadikan politik uang semakin kuat, dimana masyarakat beranggapan suara mereka adalah barang yang bisa diperdagangkan, atau barang lelang yang dimana semakin tinggi penawar yang menjanjikan dan memberi, suara mereka akan jatuh pada calon yang memberikan upah yang besar. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh narasumber yang penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa :

“Kapan lagi kami bisa dapat uang dari orang kaya, yang punya nilai nominal berlebih.Memang tiap ada pemilihan begini pasti juga bagi-bagi uangnya ada.Orang bilang ada uang ada suara, saya juga terima-terima saja. Kayak kemarin dikasih uang dari calon kandidat Rp. 150.000,- saya terima, lumayan untuk makan 3 (tiga) hari kedepan”

Take and give (memberi dan menerima), kalimat ini bisa menjadi semboyan yang pas untuk politik uang yang dilakukan oleh masyarakat dan calon kandidat.Tak jarang bahkan pemberian yang diberikan oleh calon kandidat tidak boleh dan tidak dapat ditolak oleh masyarakat. Seperti narasumber lain yang penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa :

“Bagaimana kita mau tolak kalau sudah langsung datang di rumah?Pasti tidak enak juga.jadi kita terima saja, lagian belum ada juga yang dikenal dari mereka (calon kandidat), ini kan kesempatan memperkenalkan diri juga ke kita-kita ini. Pernah itu datang kemari tim suksesnya, saya juga lupa pemilihan apa waktu itu, tim suksesnya datang kemari terus saya berusaha tolak karena sudah ada kandidat lain yang saya mau pilih, tapi saya dikasih uang lebih banyak, dihitung semua mulai dari saya, istriku, anakku juga yang sudah bisa memilih, ehh..dikasih lagi bonus untuk anak kecilku jadi saya terima. Pas hari pencoblosan, saya tinggal bagi diri dengan keluargaku supaya adil. Begitu saja, karena tidak ada cara lain, menolak juga kita yang semakin dipaksa”.

Dari pernyataan tersebut sangat miris melihat bagaimana kelakuan calon kandidat dan tim suksesnya, terlebih masyarakat yang seakan-akan membutakan diri dengan peraturan yang telah ada. Uang adalah rejeki yang tidak boleh untuk ditolak, bahkan uang dalam arti politik uangpun menjadi sangat berarti bagi masyarakat dimasa-masa itu. Dengan adanya politik uang tersebut, masyarakat juga dengan pasti akan memberikan suaranya dengan landasan sebagai ucapan terima kasih. Budaya kita sungguh sudah disalahartikan, tolong menolong, saling memberi dan menerima tidak lagi dalam kontes yang baik dan benar, melainkan sudah berseger cara pandangnya dihadapan masyarakat. Salah satu tim sukses yang berhasil penulis wawancara mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kesempatan yang pas dan menjadi hal yang baik karena keterbukaan warga masyarakat, setiap pemberian yang diberikan oleh tim sukses suatu kandidat baik berupa barang maupun uang mereka terima dengan senang hati, tidak ada penolakan. Terlebih untuk Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat masih memegang nilai-nilai saling tolong menolong, jadi saat warga masyarakatnya diberikan, mereka juga akan dengan senang hati memilih calon kandidat tersebut.

Budaya masyarakat yang seperti inilah yang menjadikan politik uang dengan mudahnya dapat diterima oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.Dengan mengambil keuntungan lebih dari ketidakpahaman masyarakat, calon kandidat mendapatkan nominal suara yang banyak. Barang dan uang menjadi susah untuk dihapuskan karena setiap pemilu selalu ada-ada saja alasan masyarakat untuk tidak menolak.

2. Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi menjadi hal memprihatinkan untuk menerima politik uang tersebut.Masyarakat yang sudah memahami aturannya, terkadang membutakan diri dengan alasan ekonomi.Pemenuhan untuk kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi berbanding terbalik dengan aturan pemilihan umum yang seharusnya. Kondisi tersebut menekan masyarakat untuk segera memperoleh apa saja untuk digunakan untuk menyambung hidup hari esok. Politik uang menjadi secara tidak langsung menjadi jalan keluar untuk mendapatkan uang secara cepat, ibarat tak perlu kerja tapi uang yang akan datang sendiri menghampiri.

Penduduk di Kabupaten Gorontalo mayoritas merupakan masyarakat menengah kebawah, banyak dari mereka berpenghasilan tidak tetap ditiap bulannya. Money politic atau politik uang seperti memberikan apa yang masyarakat inginkan diwaktu yang bersamaan dengan pemilu tersebut. Perilaku money politic berbanding lurus dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional. Dalam pendekatan rasional mengungkapkan bahwa ada unsur timbal balik antara orang yang memberi dan menerima, ketika salah satu pihak tidak mendapatkan suatu manfaat dari yang lain (dalam hal ini materi maupun barang) maka pihak tersebut tidak akan mengikutinya.

Alasan ekonomi bisa menjadi faktor penentu berapa lamanya moneypolitic disuatu wilayah akan bertahan. Seperti penjelasan narasumber penulis, beliau mengatakan bahwa :

“Uang yang saya dapatkan dari tim suksesnya itu bisa saya pakai untuk beli beras, dan lauknya. Saya dan anak-anak saya bisa makan enak seperti orang lain juga, lumayan untuk tambah-tambah dari hasil kerja harian saya. Orang miskin seperti saya dan yang lain menganggap ini sebagai rasa syukur, kalau moment seperti ini datang, kita pasti sambut dengan baik”

Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber lain yang penulis wawancarai ditempat berbeda, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang suaminya telah meninggal dunia dan memiliki 2 anak yang masih kecil, beliau mengatakan bahwa :

“Tiap tau kalau ini sudah memasuki musim kampanye, saya pasti tau kalau ditahun itu saya akan dapat tambahan uang, atau minimal barang sembako yang bisa saya pakai untuk bertahan hidup beberapa hari kedepan.Jelas saya tidak tolak bila diberikan, asal bukan saya yang datangi mereka untuk meminta-minta.Saya dikasih uang, saya juga pasti akan coblos orang itu, seperti itukan ucapan terima kasih saya”.

Dari beberapa narasumber diatas, terlihat bagaimana faktor ekonomi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi faktor utama yang mengontrol bagaimana politik uang untuk terus dijalankan.Lemahnya ekonomi masyarakat menjadikan masyarakat yang tadinya dengan kebudayaan yang baik menjadi menyalahartikan kebaikan dari budaya saling mendukung antara sesama.Antara yang benar dan melanggar hukum sudah tak bernilai rasanya jika keadaan ekonomi masyarakat yang seperti itu memaksa masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.Masyarakat berpartisipasi pada pemilu 2019 karena adanya keterbatasan dan keterpaksaan dalam keikutsertaannya, sudah tidak ada lagi terlihat nilai demokrasi yang baik.

3. Rendahnya Pemahaman Tentang Politik 

Tidak semua masyarakat memahami apa makna dari politik, seperti apa bentuknya, apa saja yang timbul dari politik. Hal tersebut terjadi biasanya karena kurangnya sosialisasi yang masyarakat peroleh atau bisa jadi disebabkan karena masyarakat tersebut tidak terlalu mementingkan apa yang terjadi di wilayahnya atau mungkin bangsanya, sehingga masyarakat bersikap tidak perduli dengan pemilu. Tidak mengetahui pasangan calon kepala daerah, tidak mengetahui asal partai apa yang mengusung, tidak mengenal calon anggota legislative, dan bahkan tidak menghadiri pemilu tersebut dianggap menjadi hal biasa bagi masyarakat yang tidak mengetahui seberapa pentingnya politik itu. Money politic di Kabupaten Gorontalo Utara sepertinya selalu menghiasi tiap rangkaian proses pemilu, terlebih ditahun 2019 kemarin, sehingga apa yang diupayakan untuk menghasilkan pemilu yang demokratis. Masyarakat yang seharusnya memilih dari hati nuraninya, mungkin hanya sebagian saja dari banyaknya penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara, sisanya karena adanya paksaan dan juga dorangan untuk memilih calon anggota legislative dengan memberikan imbalan sebagai gantinya.Sejalan dengan itu, narasumber yang penulis temui mengatakan bahwa dirinya beruntung mendapatkan uang tersebut tanpa mau berusaha memikirkan hal lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa tak ingin ambil pusing dengan apa yang disebut dengan money politic, untuk dampak yang akan diterima pada dirinyapun apabila ketahuan, beliau tidak ingin berpikir sampai kesana, imbuhnya.

Kondisi seperti ini mengakibatkan politik uang kian marak.Pemilu yang seharusnya menjadi kewajiban dan hak masyarakat untuk menentukan pemimpin yang layak dan yang unggul dari hati nurani tiap masyarakat, kini dapat terjual sudah.Masyarakat yang bersikap bebas dan tidak berpikir rasional terhadap pemilu dengan mudahnya menerima uang, ataupun barang yang diberikan oleh calon kandidat.

Bahkan ada warga yang memilih tidak berpartisipasi dalam pemilihan tahun 2019 kemarin (Golput) dengan alasan tidak mendapatkan jatah bagian dari para kandidat tersebut.Sebagian dari mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan harus mendapatkan hasil, apabila tidak mendapatkan hasil apa-apa, lebih baik tidak usah dikerjakan termasuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2019 kemarin.

4. Kesepakatan Kerja

Faktor terakhir ialah kesepakatan kerja, bukannya hanya dalam bentuk uang maupun barang, money politic dapat juga kesepakatan kerja. Kesepakatan kerja yang dimaksud ialah  calon kandidat akan menggunakan dana aspirasi untuk membangun jalan desa, jembatan baru, masjid, gereja, perbaikan saluran air dan lain-lain yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar dimana hal tersebut biasanya dilakukan oleh anggota legislative maupun pemerintah.

Hal inilah yang mendatangkan massa saat kampanye dan dapat digunakan berkenjutan. Dari hal ini pulalah yang dapat membuat ketertarikan sehingga muncul rasa simpati dari masyarakat atas perhatian dari calon pemimpin baru tersebut.

4.4 Upaya Penanggulangan Money Politic Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo Utara
Upaya penanggulangan money politic yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu tiga sifat upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu pre-emtif atau mencegah terjadinya tindak pidana, preventif atau upaya sebelum terjadinya kejahatan, dan represif atau upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.
Berbagai kegiatan dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang tersebut sambil mencari solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah politik uang.

1. Upaya Pre-Emtif

Hasil dari wawancara narasumber yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menanggulangi politik uang pada tahap awal saat persiapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pemilu tahun 2019, dan juga melakukan berbagai himbauan kepada seluruh calon, warga masyarakat dan aparat desa agar tidak melakukan politik uang dengan alasan apapun karena hal tersebut tidak dibenarkan, begitu juga sanksi yang akan diberikan nanti apabila ada pasangan calon, tim sukses yang melakukan tindak pidana politik uang. Dan untuk pasangan calon yang ditangkap tangan melakukan politik uang tersebut dapat dibatalkan sebagai calon apabila telah ada putusan pengadilan yang inkrah.

Bawaslu tidak hanya melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya politik uang dalam masa proses pemilu tahun 2019, melainkan juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta membantu bawaslu sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas, kesempatan pilih tidak hanya berdasarkan dari barang ataupun materi yang calon kandidat berikan, melainkan hati nurani tiap peserta pemilih untuk mendukung pilihannya. Masyarakat diminta untuk menanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari setiap pemberian yang diberikan oleh pasangan calon maupun tim suksesnya, apabila masyarakat menolak, itu akan menyempit tindakan politik uang tersebut.

Bapak Budi Hartono (Divisi HP3S Bawaslu) menerangkan bahwa upaya Pre-emtif yang dilakukan ialah guna menekan atau menghilangkan niat dan kesempatan bagi pasangan calon yang ingin melakukan money politic.
2. Upaya Preventif

Upaya preventif sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian yang khusus.Upaya preventif berfungsi untuk memperbaiki keadaan tertentu, dimana upaya ini mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi paling utama yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Untuk menanggulangi tindakan money politic atau politik uang dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara dengan upaya preventif ialah dengan cara sosialisasi tingkat lanjut yang sasarannya ada pada pasangan calon, dengan membuat aturan yang mudah dipahami dan jelas tentang pemilu di tahun 2019 dan memberikan batasan dana kampanye yang digunakan. Himbauan yang diberikan kepada pasangan calon bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pasangan calon tersebut, termasuk politik uang, karena apabila dikemudian hari salah satu pihak dari pasangan calon atau kedua belah pihak diketahui melakukan politik uang, maka dapat beresiko pembatalan pasangan calon tersebut.

Menurut Bapak Budi Hartono salah satu kewenangan Bawaslu ialah membatalkan pasangan calon berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah, berapapun besarannya, pembatalan pencalonan akan tetap ada. Budi Hartono pun melanjutkan bahwa pasangan calon diperbolehkan untuk berkampanye, pun diperbolehkan untuk membagikan barang, namun barang tersebut hanya ada 9 (Sembilan) jenis yang tidak termasuk dalam money politic yaitu stiker, baju kaos, tempat air minum, kalender, kartu nama, pin, topi, paying dan polpen. Bahkan pasangan calon diperbolehkan jika ingin mengadakan perlombaan, namun hadiah yang diberikan itu dibatasi besaran jumlahnya.

Dalam melakukan upaya penanggulangan terjadinya politik uang, bawaslu sendiri masih kekurangan tenaga, dan juga kemampuan, sehingga bawaslu membutuhkan bantuan dari orang lain yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan adanya bantuan tersebut, bawaslu lebih mudah mengawasi apa saja yang dilakukan pasangan calon. Bawaslu menggunakan orang yang berasal dari daerah tersebut dengan alasan agar lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan karena pasangan calon yang berani melakukan politik uang beranggapan bahwa tidak ada pantauan ataupun pengawasan dari bawaslu, padahal yang sebenarnya bawaslu telah menetapkan orang yang berasal dari daerah asal itu untuk mengawasi.Dengan menggunakan orang dari daerah asal tersebut, pasangan calon lebih mewas diri untuk tidak melakukan tindakan politik uang karena pasangan calon tersebut lebih waspada terhadap orang yang ada disekitarnya yang dapat membuat mereka khawatir, sehingga tindak pidana money politic dapat diatasi.

Tidak sampai disitu, bawaslu juga bertatap muka dengan masyarakat, bekerjasama dengan berbagai instansi dan juga anggota LSM, guna mengajak kerjasama untuk mengawal siapa saja dari pasangan calon yang melakukan tindakan money politic dan juga tidak ikut terlibat didalmua.
3. Upaya Represif

Upaya akhir yang dilakukan ialah bagian dari penindakan kejahatan setelah terjadi tindak pidana. Selain berfungsi agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang, upaya ini juga sebagai efek jera bagi pasangan yang melakukan tindak pidana, begitu juga dengan masyarakat agar dapat memahami bahwa kejahatan itu tidak ada yang berakhir dengan baik.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagaiberikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara ialah :Kebiasaan dalam Pemilu,Ekonomi masyarakat, Kurangnya pemahaman politik menjadi alasan ketidakpatuhan masyarakat untuk menerima politik uang tersebut.Kesepakatan kerja yang diberikan dalam bentuk fasilitas umum yang dinikmati bersama oleh masyarakat, dinilai dapat menarik perhatian lebih pada masyarakat.
2. Upaya penanggulangan money politic pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara ialah dengan cara pre-emtif (memberikan sosialisasi kepada calon pasangan untuk tidak melakukan politik uang, dan menjelaskan konsekuensinya), preventif yaitu sosialisasi tingkat lanjutan yang ditujukan kepadan pasangan calon dan juga masyarakat untuk tidak melakukan politik uang, menempatkan bantuan ditiap-tiap daerah tempat pemilu akan dilaksanakan, represif yaitu berupa tindakan yang jelas apabila kedapatan melakukan politik uang, maka akan dicabut pencalonannya.
5.2 Saran

1. Melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat apabila ada yang melakukan politik uang, sebaiknya ditolak atau diterima saja namun tidak memilih pasangan calon tersebut, karena politik uang tersebut tidak memberikan untung kepada masyarakat diwaktu mendatang, dan sebagai efek jera kepada pasangan calon agar tidak melakukannya kembali.

2. Agar kiranya aturan yang mejelaskan untuk pembagian barang pada masa kampanye dievaluasi kembali karena kegiatan tersebut disatu sisi menguntungkan pasangan calon yang mampu untuk membagikan barang karena dengan besaran jumlah barang yang dibagikan membuat kesempatan untuk menang semakin besar, tapi tidak bagi pasangan calon yang tidak memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan barang kepada masyarakat.
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Gorontalo, 04 Agustus 2020
Tim Verifikasi,

Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017





Pemilihan Presiden, Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota





Faktor Terjadinya Money Politic


Ekonomi Masyarkat


Kurangnya pemahaman masyarakat








Upaya penanggulangan money politic


Sosialisasi di masyarakat


Tindakan bagi pelanggar





Jaminan Kepastian Hukum atas Pemberantasan Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Serentak








� Wawancara Narasumber pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 15.00 Wita


� Wawancara narasumber pada tanggal 15 Januari 2020 10.00 Wita


� Wawancara narasumber pada tanggal 3 Januari 2020 Pukul 09.00 Wita


� Wawancara narasumber pada tanggal 3 januari 2020 Pukul 09.45 Wita


� Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.68


� Hasil wawancara narasumber di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2020 Pukul 14.00 Wita





